
PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR  13/10/PBI/2011 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 

12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA 

BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

 

Menimbang: a.  bahwa arus masuk modal asing meningkat tinggi sehingga 

mengakibatkan peningkatan kondisi likuiditas valuta asing 

perbankan secara signifikan; 

 b.  bahwa arus masuk modal asing sebagaimana dimaksud 

pada huruf a lebih bersifat jangka pendek dan berdampak 

pada kondisi ekses likuiditas valuta asing yang dapat 

menyebabkan instabilitas nilai tukar dan gangguan pada 

stabilitas ekonomi makro; 

 c.  bahwa untuk mengurangi risiko instabilitas nilai tukar yang 

berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi makro, 

diperlukan penguatan manajemen likuiditas valuta asing 

oleh bank dan pengelolaan arus modal asing oleh Bank 

Indonesia; 

d.  bahwa untuk penguatan manajemen likuiditas valuta asing 

oleh bank dan pengelolaan arus modal asing oleh Bank 

Indonesia  . . . 
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Indonesia, perlu kebijakan peningkatan giro wajib 

minimum dalam valuta asing; 

e.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu untuk 

mengubah ketentuan mengenai giro wajib minimum bank 

umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing 

dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; 

 

Mengingat: 1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 

 

 MEMUTUSKAN  . . . 
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M E M U T U S K A N: 

 

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 

12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK 

UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN 

VALUTA ASING. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 

tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah 

dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158), diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2     

ayat (3) ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam 

valuta asing. 

(2) Ketentuan pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: 

a. sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011, 

GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 5% (lima persen) 

dari DPK dalam valuta asing. 

b. sejak tanggal 1 Juni 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan 

sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam valuta asing. 

 
2.  Penjelasan  . . . 
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2. Penjelasan Pasal 18 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam 

penjelasan, dan ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah sehingga Pasal 18 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

(1) Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi kewajiban 

membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari rata-rata 

suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR dalam 

rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM 

dalam rupiah, untuk setiap hari kerja pelanggaran. 

(2) Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta 

asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi 

kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) per 

hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening 

Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan 

saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem 

akunting Bank Indonesia. 

(3) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dibayarkan dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs tengah 

Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran. 

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bank 

yang mendapatkan insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM 

dalam rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia 

tentang Insentif dalam rangka Konsolidasi Perbankan, sepanjang 

kekurangan GWM Primer dalam rupiah tidak lebih dari 1% (satu 

persen) dari DPK dalam rupiah. 

 
Pasal II  . . . 
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Pasal II 

Peraturan Bank Indonesia mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 9 Februari 2011 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

 

 

 

DARMIN NASUTION 
 

 

Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggal 9 Februari 2011 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

PATRIALIS AKBAR 

 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR  21 
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